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Gambar 1 Wawancara Awal Komisioner Perencanaan dan data KPU Kota 
Makassar Romy Harminto 

 

Gambar 2 Pengambilan data Awal di KPU Kota Makassar 
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Gambar 3 Wawancara dan pengambilan data Adhock Kecamatan (PPK) 

 
Gambar 4 Wawancara Bersama lembaga Adhock PPK dan PPS KPU 

Kota Makassar 
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Gambar 5 Wawancara Masyarakat yang tidak terdata oleh PPDP pada 

tahapan Coklit 

 
Gambar 6 Wawancara Penelitian Bersama Komisioner Kota Makassar 

Bidang Perencanaan dan Data Romy Harminto 
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Gambar 7 Wawancara Pemerintah di Kecamatan Tamalate 

 
Gambar 8 Wawancara dan pengumpulan data Penelitian di KPU Kota 

Makassar 

  


